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ABSTRAK

Pada saat ini korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang di hadapi 
oleh aparat penegak hukum dan juga bangsa ini. Terhadap penyidikan tindak pidana 
korupsi sering terjadi permasalahan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh 
kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sering dipertanyakan. Karena 
tidak ada peraturan yang mengatakan secara tegas bahwa jaksa dapat melakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi. Dan koordinasi antara instansi atau lembaga- 
lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) yang berwenang melakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam 
suatu penyidikan. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis 
skripsi yang berjudul Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup 
penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Dalam KUHAP penyidik adalah pejabat 
polisi dan PPNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Melihat dari 
peraturan yang berlaku, kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
berdasar atas Pasal 31 ayat (1) Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan, yang menyatakan kejaksaan diberi kewenangan melakukkan penyidikan 
terhadap tindak pidana tertentu. Dan koordinasi antara instansi atau lembaga- 
lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) telah diatur dalam 
MOU(memorandum of understand) antara jaksa dan kepolisian dalam upaya 
optimalisasi pemberantasan korupsi pada tahun 2006.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Koordinasi

xv



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin 

negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum . Karena Indonesia 

merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan bukan 

ditentukan oleh para penguasa. Dengan kata lain, hukum memiliki kedudukan dan 

peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pemerintahan.

Namun sejak dulu hukum sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, 

yang mana itu semua mengakibatkan dampak yang negatif dalam bangsa ini. Baik 

dari segi ekonomi maupun keamanan dalam bangsa ini sendiri, yang berpuncak pada 

tahun 1998. Dimana pasa saat itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah dan 

demonstrasi dimana-mana yang menuntut adanya suatu reformasi baik di bidang 

hukum maupun ekonomi. Reformasi ini dilakukan dimaksudkan untuk mendukung 

terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila.

semua warga

Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum 

merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan 

pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut

yang

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.l

1
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perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian 

dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan 

masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional. Yang menjadi suatu 

kejahatan menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga 

penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Menurut hasil survei nasional dan internasional pada tahun 2007, Indonesia 

merupakan negara terkorup se-Asia dan rangking 54 dari negara-negara di dunia2. 

Yang mana pemberian gelar negara terkorup dilihat dari tiga hal yaitu:

a. mutu pelayanan publik;

b. country risk;

c. daya saing.

Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modem dewasa 

ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun 

diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit 

penanggulangan maupun pemberantasannya.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat 

semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah melekat dan menjadi

2 Antasari Azhar, "Upaya Penyelamatan Aset Negara ”, Seminar, Komisi Pemberantas
Korupsi, Universitas Sriwijaya, 26 April 2008.
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budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap 

dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi setidak-tidaknya dapat dikurangi, jika 

tidak dilenyapkan sama sekali.

Contoh korupsi telah menjadi budaya dalam berbagai level masyarakat adalah 

pada saat ini korupsi sedang berhadapan dengan aparat hukum dan pejabat 

pemerintahan. Ketika berhadapan dengan aparat hukum (polisi lalu lintas) yang 

sedang menilang kendaraan bermotor, masyarakat cenderung mengajukan upaya 

damai dengan cara memberi uang dalam jumlah tertentu dengan harapan tidak terjadi 

penilangan. Dan pada saat sedang mengurus surat-surat di instansi pemerintah, 

masyarakat cenderung memberikan uang administrasi/uang terimakasih. Dengan 

harapan, masyarakat dapat segera menyelesaikan dengan cepat urusan tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan 

korupsi. Antara lain dengan membuat peraturan-peraturan mengenai korupsi, 

membuat suatu peradilan yang dikhususkan untuk perkara korupsi, membuat lembaga 

independen khusus korupsi3 dan membuat suatu tim gabungan untuk memberantas 

korupsi.

Komisi Pemberantas Korupsi merupakan lembaga khusus yang dibuat oleh pemerintah 
untuk memberantas korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Yane dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambunean dai 
rangka mewujudkan supremasi hukum. & am
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Beberapa produk undang-undang mengenai korupsi oleh pemerintah dalam

upaya memberantas korupsi, antara lain4:

1) UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNITED NATION CONVENTION 

AGAINST CORRUPTION, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Anti korupsi, 2003);

2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi;

3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Meski upaya pemberantasan korupsi telah meningkat dalam tahun-tahun

terakhir, namun harus diakui belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa masalah

korupsi dapat segera diatasi.

Dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi harus ada keijasama antara lembaga-lembaga 

yang berwenang dan masyarakat. Dengan upaya koordinasi, supervisi, monitor, 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan 

peran serta masyarakat5.

4 WWW ..jeoalitas.org, Kumpulan Undang-Undangdiakses pada tanggal 18 november 2008 
Antasari Azhar, loc.cit.



5

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

merupakan rangkayan proses beracara pidana. Yang mana proses beracara pidana 

tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Dalam sistem 

peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang 

memiliki hubungan fungsional yang sangat erat6.

Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang teijadi sangat terkait dengan 

tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa dan pengadilan. Hubungan polisi 

dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan suatu 

tindak pidana.

Dalam Pasal (1) butir 5 KUHAP, dinyatakan penyelidikan berarti serangkaian

tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan

dengan kejahatan dan pelangaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan 

tidak pidana. Terlihat penyelidikan merupakan tindakan atau tahap permulaan dari 

proses selanjutnya, yaitu penyidikan. Meskipun penyelidikan merupakan proses yang 

berdiri sendiri, penyelidikan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan.7

Dalam hal penyidikan telah diatur dalam Pasal (1) butir 2 KUHAP 

menjelaskan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 

penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak

Rasyid A., dkk., Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang 
2007. hlm.53.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid 11. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988. hal 101
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pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak

8pidananya .

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, 

dapat diketahui oleh penyelidik dengan berbagai cara, mengetahui sendiri, atau 

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik 

perlu segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti ditentukan 

dalam Pasal 106 KUHAP9.

Dalam Pasal 7 KUHAP lebih lanjut dijelaskan mengenai wewenang dari

penyidik yang antara lain adalah melakukan serangkaian upaya paksa yang berupa

penangkapan,penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan 

dan penyitaan surat10.

Khusus mengenai penyidikan, dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa 

penyidik adalah11:

a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu misalnya 

pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, KUHAP dan PENJELASANNYA, Asa Mandiri, Jakarta, 2007
9 lbid.y hlm. 43.
10 Ibid., hlm. 10.

.nderalay?20o“84et,anaSe SabUa"’ Huk™Acar° Pid°"°- diversitas Sriwijaya.

hlm. 5.
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penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang 

yang diberikan oleh undang-undang.

Khusus mengenai pelaksanaan Pasal (6) KUHAP tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Pasal (2). Yang mengatur mengenai 

pengangkatan penyidik, bahwa syarat kepangkatan penyidik di kepolisian adalah 

sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua. Sedangkan untuk Pegawai 

Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I atau 

golongan Ilb atau yang disamakan dengan itu.

Dalam Pasal 284 KUHAP dimana disebut juga sebagai pada aturan peralihan, 

dijelaskan bahwa untuk perkara tindak pidana khusus (tindak pidana ekonomi, tindak 

pidana korupsi), Kejaksaan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya KUHAP 

masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Dalam kenyataannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun

2004 tentang Kejaksaan Repubilk Indonesia,daIam Pasal 30 ayat 1 huruf d kejaksaan

diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian maka kejaksaan masih mempunyai 

wewenang dalam melakukan penyidikan, disamping kepolisian sampai sekarang.

Dengan adanya aturan yang memberikan wewenang kepada dua institusi ini 

yaitu, kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap Polisi berhak menyidik perkara 

korupsi;dan Kejaksaan yang juga punya kewenangan yang serupa dengan 

pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Seharusnya dua institusi dapat bekerja 

dan berkoordinasi dengan baik untuk menanggulangi kejahatan

mengacu

sama atau
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mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang 

dapat diterima masyarakat. Yang berfungsi untuk menghindari kesimpang-siuran 

tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan 

mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat..

Meskipun secara yuridis-normatif, baik di dalam KUHAP dan Undang- 

undang tertentu, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing 

lembaga yang harus melaksanakannya, perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan 

kewenangan antar lembaga tersebut masih sering timbul .

Perselisihan mengenai kewenangan menyidik tindak pidana khusus tersebut 

membuat suatu opini negatif di mayarakat yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga 

penegak hukum ini tengah terlibat perebutan lahan yang subur untuk mencari uang 

dengan cara suap13.

Bersadarkan uraian yang latar belakang di atas dan pentingnya kajian 

mengenai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana, maka penulis tertarik

menulis skripsi dengan judul “PERAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI”

diakses pl^aiTnov "oo1^11"’ ^ ^ ^ / W,a"

P,rkara " POl'Si ^ ^ ****
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Rumusan Permasalahan

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian latar 

belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan ditelaah 

dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan pada perkara tindak 

pidana korupsi?

2. Bagaimana hubungan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia menyangkut penyelesaian perkara

B.

tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kewenangan kejaksaan dalam penyidikan pada perkara tindak

pidana korupsi.

2. Mengetahui hubungan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia, menyangkut penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan,

terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat

terutama
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memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya 

yang ingin menambah pengetahuan mengenai penyidikan dalam

perkara tindak pidana korupsi.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan

kewenangan serta koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam

penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan

pidana di Indonesia dan para pakar hukum dalam membuat suatu

perundang-undangan dan penegakan hukum demi perkembangan hukum

nasional.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

yang hanya mengacu pada pembahasan mengenai kewenangan dan hubungan 

koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana 

korupsi. Dimana pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari meluasnya 

pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penulisan ini.
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Metode PenulisanF.

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan pada skripsi ini merupakan penelitian hukum nomatif 

yang mencakup penelitian terhadap taraf sikronisasi hukum. Penelitian dalam 

skripsi ini lebih mengutamakan bahan-bahan pustaka (tertulis). Penelitian 

hukum normatif tersebut didukung oleh penelitian hukum empiris yang 

bertitik tolak pada data primer, dimana data tersebut didapat langsung dari 

hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak-pihak yang terlibat 

dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Seluruh data yang diperoleh tersebut

dalam satudianalisa oleh penulis, kemudian disusun secara sistematis

kesatuan yang berbentuk tulisan ilmiah dan hasil yang diperoleh diharapkan

akan cukup memadai karena ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan didapat melalui studi kepustakaan dan

penelitian lapangan ifield reseach);

2.1. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui studi lapangan dengan 

wawancara {interview guide) dengan menggunakan daftar 

pertanyaan terbuka, yang ditujukan pada sampel penelitian yaitu: 

Jaksa dan Polisi.

cara

2.2. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer
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Yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- 

Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, 

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu: bahan-bahan relevan dengan bahan hukum primer antara 

lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan dan lain-lain yang 

menjadi bahan bacaan berkaiatan degan penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu: bahan-bahan hukum yang memberi informasi bahan 

hukum primer dan bahan hukum tersier, anatara lain kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan

dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis

terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan

pokok permasalahan penulisan ini. Pendekatan secara kualitatif, yaitu 

dengan menjabarkan data-data sekunder (konvensi internasional, buku, 

majalah, surat kabar, dan tulisan lainnya yang berifat sebagai unsur
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penunjang) yang pada akhirnya dirumuskan pada suatu kesimpulan 

dengan metode deduktif.
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